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BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang a. bahwa penyelesa
mengedepank." ;:;,,::.u::^_o":.u pidana dengan
pemulihan 

kemb .. 
'"oturiiul yang menekankan

keseimbansa" 
;:;"" 

Pada keadaan

dan peraku,,,rouu "*11u'*ut o"'-il*,,::].'t-"#;
pembarasan 

-.*-o'l*u 
Yang tidak ber

masyarakat dan tu" *"* -;;;il'JT":::
dibangun aurJ p. 

sebuah mekanisme

dan pembaha*ur, 
",.'r1Tu,,u"r, 

u.*..r];;" T:r":;ff
b. bahwa ,;;;"**Jtem 

peradilan pidana;

Kejaksaan il; 
nasil monitoring 

vang dirakukan oreh
pelaksanaan ;;-RePublik 

Indonesia

penghentian o.rr.,,,rl- 
eenvelesaian 

-;e;;: terhadap

(Restoratiue Justice) 
tan beraasa.ka- *J;f]tt 

melalui

masvarakat sehingga *l]o;."*n 
nt"" *.o"""il:;:::l

menetapkan k.bilrku.rqtk"u1' 
A*.,* Republik Indonesia

Kampung *"""*u)"i.^-":'* melakukan pembentukan
tsfr'ce di seluruh Indonesia;
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c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan

Negeri Trenggalek tanegal 4 Maret 2022 Nomor :

8/M.5.30/Es.2 / 03 I 2022, di Kabupaten Trenggalek telah

ditunjuk Desa Gandusari sebagai Kampung Keadilan

Restoratiue Justice oleh Kepala Kejaksaan Negeri

Trenggalek;

d. bahwa esensi Restoratiue Justbe dalam pelaksanaannya

memiliki keterkaitan dengan upaya menciptakan

ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagai bagral

integral dari tugas Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal

65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu

menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Desa

Gandusari Kecamatan Gandusari sebagai Kampung

Restoratiue Justice;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara

Republik IndonesiaTahun 1950 Nomor 19, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

2 Tahun 1965tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun f950

tentangPembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa

Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa

Jogiakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1.
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1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2OO4 tentang

Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 67, Tambahan

lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 44O1);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan

lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 698);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);



7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2Oll tentang Pembentukan peraturan perundang-

undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2O2O tentang
Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

811);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Menunjuk Desa Gandusari Kecamatan Gandusari sebagai

Kampung Restoratiue Justice.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
/tt,

Ditetapkan di TrghSsalek
pada tanggal 7 '\r*ot &2
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